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SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 17 /KM.1o/20"u

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN ]ASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANC BERLAKU UNTUK

TANGGAL 29 NOVEMBER 2017 SAMPAI DENGAN 5 DESEMBER 2017

Mc'niml.rang :

MENTERI KEUANGAN

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai
Barang clan Jasa clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, clan

Pajak Penghasilan atas Pernasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan
clengan Pajak Pertambahan Nilai Barang tlan Jasa dan Pajak Peniualan atas
Barang Mewah, Bea Keluar', clan Penghasilan yang diterirna atau cliperoleh
berupa uiing asirlg, harus terlebih dahulu dinilai ke clalam uang llupiah;

bahwa berclasarkan pertimbangan sebagairnana climaksucl rlalam hut uf a,

perlu menetaprkan Keputusan Nlenteri Keuangan tentang Nilai Kurs selragai

Dasar Pelur-rasan Bea Masuk, Paiak Pertambahan Nilai Barang c{an Jasa clan

Paiak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, tlan Pajak Penghasilarr yang
berlaku untuk tanggal 29 November 2017 sarnpai tlengan 5 Desember 2017;

Unelang-unclang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tarnbahan Lembalan
Negara Republik Inclonesia Nomor 3263) sebagaimana telah tliubah terakhir
dengan Unclang-unclang Nomor' 36 Tal-run 2008 (Lernbaran Negara Republik
Intlonesia Tahun 2008 Nomor 133);

Unclang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa tlan Palak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Rcpublik Jndonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembalan Negara
Reprrblik lntlonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir c{engan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Intlt'rnesia Tahun 2009 Nomor 150);

Urrtlang-unelang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabcanan (Leml.at an
Negala Republik inclonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Intlonesia Nomor 3612) sebagai6uttu telah ciiubah terakhir
dengan Urrelar-rg-untlang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Intlonesia Tahun 2006 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Repulrlik
Irrdonesia Nomor 4661);

Undang'undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembalan Negara
Republil. Inelonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inclonesia Nomor 36'13) sebagairnana telah cliubah terakhir dengan
Unclar-rg-unciang Nomor 39 Tahun 2007 (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Ta}run 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Repul'lik
Inrlonesia Nomor 4755);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01, /2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347 /KNIK.O7/ 2008 tentang
Polinpallan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementeriar"r
Kertangan Uutuk tlan Atas Nama Menteri Keuangarr Menanciatangani Surat
dan atau Keputusan Menteri Keuangar-r.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/ KMK .01/ 2015.

IvIEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI
DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK-PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 29 NOVEMBER 2017 SAMPAI DENGAN 5 DESEMBER 2017.

Menetapkan Nilai Kurs oebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan fasa dan Pajak Penjualan atas Balang Mewah,
Bea Keluar, clan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 29 November
2017 sampai tlengan 5 Desember 2017 sebagai berikut:

Nlemperhatikan :

I\4enetapkan
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1t.

13.

14.

lJ.
lo.
"17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

21.

l).

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

RP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rl,

Rp

Rp

Rp

13.515,00

10.281,86

10.622,63

2.152,38
^t.730,60

3.281,92

9.282,24

1..657,12
'J.7.983,32
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"t0.027,9016.019,50

2.048,69
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Untuk clolar Amerika Serikat (USD) "1,-

" dolar Aushalia (AUD) '1.,.

" dolar Canacla (CAD) 1,,-

" kronel Denrnark (DKK) 't 

r-
" dolar Hongkong (HKD) 7,-

" ringgit Malaysia (MYR) '1,-

" dolar Selandia Baru (NZD) 1,-

" kroner Norwegia (NOK) "1,-

" pountlsterling Inggris (GBP) "1,-

" dolar Singapura (SGD) '1,-

" kroner Sweclia (SEK) 7,-

" fi'anc Swiss (CHF) 1.,-

" yen Jepang (JPY) 100,-

" kyat Myanmar (MN{K) 1,-

" rupee India (INR) 1.,-

" clinar Kurvait (KWD) 1,,-

" rupee Pakistan (PKR) 1,-

" peso Philipina (PHP) 1.,-

" riyal Saucli Arabia (SAR) 1.,-

" rupee Sri t anka (LKR) 1.,-

" baht Thailancl (THB) '1,-

" clollar Brunei Darussalam (BND) 1,-

" Euro (EUR) ^1,-

" Renminbi Tiongkok (CNY) 1,-

" Won Korea (KRW) 1,-
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Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercanhrm dalam diktum
PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah
kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional
terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja
sebelurmya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sebagaimana ditetapkan dalam Kepuhrsan Menteri Keuangan ini.

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 29 November 2017
sampai dengan 5 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd.

SUAHASIL NAZARA
NIP 19701123 199903 1 006
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